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LEivIBARAN DAERAH KAB-;;JPATEN REiIB4i~G
NOMOR 14 TAHUN 2001
TAMBA Tf.Al~ LEN\ffiARA.~ DAERIlI NOMOR 7

PERATURANDAERAH KABITPATEN REMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2001
TENANG

LA.RANG AN PENGGUNAAN' JARING COTOK UNTUK
MENAN GK.AP IKAN DI PERAIRAN LAUT REMBANG

DENGA.~R\I-IMAT TU.HAN YANG MAHA ESA
BUPA'D REMBANG

a bahwa untuk menjaga kelestarian sumber daya hayati
perikanan laui, agar tercapai pengelolaan sumber daya
ikan yang rasional clan dalam rangk.a mendorong
peningkatan produksi yang dihasilkan oleh para nelayan
dan meningkatkan pendapatan asli d.aerah serta untuk
menghindari  terjadinya ketegangan-ketegangan  sosial,
maka pecrlu adanya pelarangan kegiatan penangkapan
ikan laut dengan menggunakan jaring cotok dan
sejerusnya -

b bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu pengaturan
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentuk.an Daerah-daerah Kabupaten dalarn
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

. Undang-undang Nomor 8§ Tahun 1981 tentang Hukurn

Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan Lcrubaran Negara
Nomor 3209 ),

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang
Perikanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lernbaran Negara
Nornor 3299);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tarnbahan
Lembaran Negara Nomor 3699 ) ;

. Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah  ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tarnbahan Lembaran
Negara Nomor 3839) ;

. Peraruran Pemerintah Republik Indonesia Nornor 25

Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah clan
Kewenangan Propinsi sebagai  Daerah Otonom
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39
Tahun /980 tentang Penghapusan Jaring Trawl;



Mempeihatikan

Menetapkan
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8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nornor 44
Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-
undang,  Rancangan  Pcraturan  Pernerintah  dan
Rancangan Keputusan Prcsiden ;

9. Kecurusan Menteri Dalarn Negeri dan Otonorni Dacrah
~~mnor 43 Tahun 2000 tentang Pedornan Tata N~kah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;

i0. Surat Kepuiusan Menteri Pertanisn Nomor
CL ITTS/UN/I/1975  ientang Pernbinaan Kelestarian
Kekavaan yang terdapat dalarn Sumber Perikanan
Indonesia.

Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa
Tengan Nomor 5234109173 Tahun 19£6  tentang
Pelarangan Jaring Cotok/Krak.at

Dengan Persetujuan

DEWA.\ PER\WAKIL .\\ RAKYAT DAERAH

KAiIlUPATEN RKMBANG

PERA.TUI~ DAERAH KABUPATEN REMBANG
TE'\'"T.\NG LARANGA!\ PENGGUNAAN JARIIIG
CO TOK UNTUKIifENANGKAP IKAN DI PERAIRA.N
KABCPATEK REMBANG

BABI

KETENTUAN UMUM



Pasal |

Dalam Pcraturan Daerah ini yang dimaksuddengan

a,

b.
. Bupati sdaleh Eupati Rembang;

Dserah adalah Kabupaten Rembang
Pemerizrah Daerah adalahPemerintah Kabupaten Rernbang;

~C~il,g coiok adalah jenis jsring berbentul; kantong yang' ditarik olch ) I'satu)
kaesl motas a.su |.bin dan memnezupakar; alat pernbukse mulut. jerir.g yene
discbut aawana (beam) atau scpasang ala: pernbuka (otter board) dzr, jarinz
dalarn operasional ditarik dar. atau didorong oleh satu atau lebih ,kapail
motor/motor rernpel yang berjalan ;

Kapal }.fotor adalah perahu, kapal yang digunakan dengan dilengkapi mesir;
penggerak y2ng terietak di dalam;

cfetl~ T-1a~1: idn~2h perahu, K2pal yan.g digunakar; i~r!62!. (:d.?;g~~
mesin penggerak yang terlerak d: luar -

2l Iy isoker egiaiZri yilg berhubungan de~23?: pengeiclazn  ~F..
pemanfaatan sumber caya ikan ;

Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mcmperoleh ikar;
di perairan yang tidak dalam keadaan dibudi dayakan dengan alat atzu cara
apapun. temssuk kegiatan yang :mePggUP21"all kapal untuk  remust.
mengar.gkut, uenyupiai,  mendinginkan,  mengawetkan  dan  2:c.
mernperoich ikan ;

P ral-cr: 2. r~ellbang adalah perairan lajur selebar 4 (empat) r:il la~: yang
garis |.i~::;; ciukur regal. WU atau garis dasar 2tauU tittk pada garis dasar
yang ierdiri dari garis-garis lurus dihubungkanti:ik terluar pads garis-garis
air rendan daiam wilayah perairan Rembang ;

Tkan adalah sernua jei:ls ikan terrnasuk biota perairan lainnya;

Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah sernua upays yang oertujuzn agz:-
surnber dsya ikan dirnanfaatkan secara optimal dan berlangsung secarc
terus-rnencrus.

BABU

MAKSUD DAN TUJUAN
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Pasal 2
~\sud de=r, »./1Gn pelarangan neggunaaan JW'"-~ cc.;® den sejemsnya di
~it;2116n lac: ?"~bcry aC2Jr!*:
2. menjags lc.estarian surnocr caya penkanan lau.;
b. 1,;;>nghini2:| tcrjad.iny: ketegangar-kc.egangan socic.:.
c. meningkatkan kesejahreraan nelayan

BAB ID

Pasal 3

;o peqaic.: 1:2b?2ten Rembang yang berjarak 4 (eiY;t) mil bu~ yins
~.~b Llaz-:c. diukur tegak iurus atau garis dasar aiau titik pada garis dasar
yang ierdiri garis-garis air rendah dalam wilayah perairan Rembang

(::) Dikecual.kan dari ketentuan tersebut ayat (1), hanya dapat dilakukan untuk

kegiatan penelitiar, serta kegiatan ilmiah lainya di wilayah perairan
Rembzng atas ijin Bupzti.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 4
() Pengawasan atas pelaksanaan Peraiuran ini adalah Bupati

(2) Dalam operasionalnya pengawasan d.ilakuk.an oleh Tim Penertiban Alat
Tangkap yang dibentuk. oleh Bupati.
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BABV
KETEN'TUAN PIDA.NA

Pasal 5

(3) Pengadilan dapat memuruskan barazg b~ tindak ;i.::22~ bisa dirampss
dan dilelang dan hasil pelelangan disetor Kt :-:as Daerah.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pas::d 6
Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah Penyid.k
i<erolisian Rcpublk Indonesia, Perwira Penyidik ThiT Angkatan Laut, dan
Fenyidik Pegawai Negeri Si?il Terten;u di lingkungan Pernerintah Kabupaten
Rcmbang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUA.IPE~uilJ~
Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah iru sepanJa.--ig
rnengenai pelaksanaannyaakan diatur iebih lanjut oleh Bupati
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Pasal 8
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agzr supaya setiap orang dapat mengetahuin, a, memerintahakan
penguadangan Pcraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lernbaran
Daerah Kabupatcn Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 01--tober2001

BUPATI RE~ffiAl~G

HENDARSONO
Diundangkan di Rembang

pada tanggal 6 Nopernber 200 1

SEKRETARIS DAERAH KABU?ATEN
REMBAKG

a. A0 ER s\ ~ T o.srrMiv1
Pembina Utarna Madya
:(AP. 5J1J (-4Q 991

LEMDAR /\..1 DA..SR.U-l KABIJPATE:"i REMI3ANG TAJW.K 2001
KO0:'\M0R 14
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PENJELASAN
ATAS

PERATV"RA~DAER\B: K:.BT,PA'IEN RE:\IAI"G
NO MOR 14 T/J!UN 2001

LAP—-iG.;3-, PBNGCr~., ~o~-j -LItt\'G CoTOK  Gi";L:1~K
v.GY\M";<;KA,.#K \"I DI fERAIR.-Ili LAUT REM.BA\"G

Bahwa berdasarkan :sn~rg-t~i~ ~g~~unl--! 2: TLi1:1:11999 :en:2"g
Perr,e~iJ!-2::~n D,eza~ kht:..;;+y~ Pasai ,. ulseb\L~~1 :~\-g~ \ii~eyz~ i
?rep:~si terdiri 2e:3swileyah .~ da. il yAzv~un s 2 (~—~i<~0~n
) apf, ™ = g Fu =i TN EF— UL <7~ CSN (LG 3~
pe~c—~a~i  Ktp~lal:an St!dzj,g.!!"'~~ ci~lorr Fasel i0 2)-Gt (3) disecutkan behwa
kewenangan Daerah Kabupaten danDaerah Kata sdalah sejauh 1i3 (satu per
tiga) dari batas laut Daerah Propisi. -

uroizsss d-ljig~z~ ~eliicr2.igar. Daersh Kabupaten sejauh ~ (empat)
mil 1SLt iersebu, upaya 'L.td, ::lerip~ kelcstarian sumber illlyc. iE;'Zi.
perikanan laut agar tercaps: pengeioiaan sumoer dsya ikan yang rasicnai
dan dalam -El:gk2 mendorcng pcnir.gk2tan produksi yang dihasilkzn cler,
par2 neiayar; .radisional yGa~ skan berakioat psda perungzatan
kesejahtersan  ne.ayan can :nen.:ig.~rite~ penaapaian asu dailcd! se-ta
mengaindari terjadinya ketegsngan-ceiegangan sosiai.

Bahwa untu k maksud terseout di 2c2s periu adanya ls.i~g3n
penggunaan jaring cotok dan sejcnisnya di ksbupsten Rernbang yang
ditetapkan dengan ;-;ratu.-an Daerah,

PASALDEMIPASAL

Pasal |
Huruf a
Cukup jelas
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Huruf b
Culcup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Unruk . mengantisipasi adanya penggannan name dan istilah
jaring cotok, sebab apapun narma dan istilah, berspapun ukur';n
panjang m2Ui)U:'l lebar sepanjang memenuhi kriteria Pasal 1
huruf e adalah termasuk slat tangkap ikan yang dilarang
Huruf e
Cukup jelas
H~t1f f
Cukup jelas

Cukup jelas
Su.ruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Ketentuan4 (empat) mil berdasarkan Pasal 3 jc Pasal 10 ayat (3)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 200! tentang Pemerintahan
Daerah.
Huruf j
Cukupjelas
Yang dimaksud dengan sernua jenis ikan termasuk biota perairan
lainnya adalah:
pisces (ikan bersisip );
crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sebagainya);
molusca (kerang, tirarn, curni-cumi, siput dan sebagainya);
coelentarata (ubur-ubur dan sejenisnya);
echinodermata (teripang, bulu babi dan sebagainya );
amphibia (kodok dan sejenisnya);
reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak ular arr clan
sebagainya);
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marnalia (paus, lurnba-lumba, pesut, duyung dan sebagainya);
algae (rumput iaut dan tuirnbuh-turnbuhan lain yang hidup di
dclarn air);
biota r-crairan lain yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tcrsebut
di atas.

Huruf k
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
1206 ciarang pe,lgg'lll..,; janng cotok dan seje.usr- s t.i~ -,
pcnzngkapa» ikan d ;,.:loe-r Laix!;ilen Rernbeng ::3ifJ setisp

orang atau oadan ~ ! ..
My~ (-.)
N2 tmdr 3Ll -.: o di perairan  keb.~3-e;1  F~enidi~ri~ )
oLre~ian  ~~~i12 ~r o ~illMlE-n e~ L ~28 ke
ilmiah iainnya dengan j;~ciituan haus mendapa: ijin C"I1 B:i-.i
icrlcbih dahulu

Pr~ri j
Cu-,.~, selcs

Pas::!l §
Cul ;- eli~

17~?; (\
“er ~ timlvksud  d~i-gisls sueinilv o' L ocgcia Slym ~eerbgie
~ oMK D)e et ~~5z Sipil yesi~mer:j™
C: ~llLz-Js Pyiige 2~~~

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Cukupjelas

~y et~

~

TAI'-ffiIAHAN LE:MBARAN DAERAH KABUP ATEN REMBANG
NOJMIOR 7



